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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh 

dalam penelitian dengan menggunakan teori hukum positif maka dapat 

disimpulkan: 

1. Bahwa, kebijakan Polres Sleman dalam mencegah dan menanggulangi 

praktek perjudian melakukan upaya-upaya sebagai berikut: 

a. Upaya Pencegahan: melakukan pengawasan di setiap daerah atau tempat-

tempat yang berpotensial atau sering dijadikan tempat praktek perjudian, 

memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak 

kejahatan yang berupa perjudian, mengajak masyarakat untuk ikut 

berperan aktif dan bekerja sama dalam membantu mencegah adanya 

tindak kejahatan perjudian, dan melakukan pembinaan kepada 

masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana. 

b. Upaya penanggulangan: mencari informasi dari masyarakat, melakukan 

penyelidikan dan penyidikan, membentuk tim khusus guna memata-

matai adanya dugaan tempat praktek judi yang sulit ditemukan, dan 

melakukan penyergapan. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran 

masyarakat, menigkatkan penyelidikan terhadap dugaan praktek 

perjudian yang dilakukan secara tersembunyi atau tertutup. 
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B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan 

beberapa saran sebagai berikut;  

1. Meningkatkan sistem pengawasan yang optimal kepada masyarakat yang 

patut dicurigai melakukan praktek perjudian.  

2. Pihak kepolisian harus melakukan pendekatan kepada masyarakat supaya 

kepolisian dapat mudah mendapatkan informasi mengenai praktek 

perjudian.  

3. Memberikan pendidikan atau pembekalan khusus kepada anggota Polres 

Sleman tentang teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mendukung 

dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pencegahan dan 

penanggulangan praktek perjudian. 

4. Dalam mencegah terjadinya kebocoran informasi tentang operasi tindak 

pidana perjudian oleh oknum-oknum yang berada di keanggotaan Polres 

Sleman, maka Polres Sleman diharapkan dapat memberi sanksi yang 

seberat-beratnya kepada oknum-oknum yang membocorkan informasi 

tersebut yang dapat dijadikan sebagai efek jera. Serta dapat membenahi 

sistem operasi yang akan dilakukan agar tidak terjadi lagi kebocoran. 

5. Perlunya diajukan anggaran oprasional yang mendukung untuk upah kinerja 

kepolisian dalam memberantas praktek perjudian  
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